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Ringkasan

Pada saat ini kebutuhan tanah meningkat untuk keperluan pembagunan, maka
masalah tanah mejadi menarik untuk ditelitis lebih dalam, Fenomena yang peneliti
temukan pada saat penelitian yaitu, masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam
pembuatan sertifikat tanah sehingga pemerintah membuat program Pendaftaran
Sistematik Lengkap (PTSL) agar mempermudah percepatan dalam pembuatan
sertifikat Tanah. Metode penelitian kualitatif yang disertakan dengan observasi,
wawancara dan dokumentasi, peneliti dapat meganalisis masalah atau venomena
yang terjadi di lapangan sechingga kesalahan dalam penelitian dapat di minimalisir
dan sehingga mendapatkan hasil penelitian yang akurat seperti yang diharapkan.
Hasil dari Penelitian manajemen pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
(PTSL) yang dilakukan di Badan Pertanahan Kabupaten Malang menunjukan
tingkat pelayanannya yang suda cukup baik, dilihat dari indikator yang peneliti
dapatkan di lapangan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi sehingga
peneliti dapat menyipulkan bahwa sistem manajemen pelayanan di Badan
Pertaahan Kabupaten Malang khususnya pelayanan PTSL sudah sudah cukup baik
tetapi masih perlu di tingkatkan.

Kata Kunci: Manajemen, Pelayanan, Pendaftaran Tanah Sitematik Lengkap .




BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Negara Republik Indonesia terdiri dari berabgai lapisan kehidupan,
termasuk perekonomian nya, terutama agraris atau bercocok tanam, bumi, air, dan
ruang angkasa sebagai pemberian tuhan Yang Maha Esa, mempunyai fungsi untuk
membangun masyarakat adil dan makmur. Adapun hukum agraria yang lama, yang
tersusun berdasarkan tujuan sendiri-sendiri dari pemerintah jajahan dan sebagian
terdiri dari hukum tak tertulis yaitu hukum adat, sehingga memiliki sifat dualism,
yang berlaku aturan dari hukum adat, aturan yang di samping dasarkan atas hukum
adat. (Soetomo 1984:11)

Pada saat ini kebutuhan tanah meningkat untuk keperlua pembagunan, maka
masalah tanah mejadi menarik untuk dianalisis lebih dalam. Apa lagi tanah milik
negara dikatakan hampir tidaktidak memiliki lahan yang kosog lagi, dipihak lain
tanah sebagai manifestasi milik adat, perlu mendapat kan pemikiran yang tidak
asal-asal. Setidaknya dapat dikatakan, dua pandangan pendapat mengenai tanah
adat, disatu pihak terdapat ke khawatiran mengenai tanah adat yang tadiya sudah
tiada, dan dinyatakan ada lagi.

Sebagian besar masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, hak

atas tanah yang dimiliki nya, tidak bisa ditipu. Untuk mendapatkan hak milik tanah




itu, telah diusahakan sejak lama sesuai dengan kesadaran akan hak atas tanah.

Dimasa prakolonial, hak memiliki tanah sepenuh nya milik raja. Namun, kenyataan




nya para pengelola tanah bisa mengada kan jual beli tanah. Pada saat itu ada nya
pengakuan hak milik tanah. Pada saat terjadi masalah, orangorang bangsa asing
menjarah tanah bagsa Indonesia, sehingga dikeluarkanlah Undang-Undang
Pertanahan Tahun 1870, UU itu membuat tidak sah bagi orang asing dalam soal
pemilikkaan tanah. Pada tahun 1918 hak milik pribumi atas tanah dihargai secara
sah dihadapan hukum, tanah milik pribumi dianggap sebagai tanah negara yang
tidak bebas untuk dimiliki (Maharidiawan 2015: Jurnal Morality).

Kinerja layanan publik seharus nya berjalan sesuai dengan sifat dan bentuk
nya. Umunya kinerja layanan publik untuk membantu mansyarakat mendapatkan
hak kewajiban nya. Menjadi tangung jawab aparatur untuk memberikan layanan
secra profesional. Memberi layanan yang maksimal kepada masyarakat serta
mberian layanan yang konsisten akan membentuk karakter, dalam rangka menuju
sistem pemerintahan yang lebih baik, schingga tidak menutup kemungkinan good
gavernance akan terwujud (Rianti: 2017)

Pelayanan secara prima merupakan ujung hubungan jangka panjang
organisasi publik dengan pemangku kepentingan, yang utama bagi masyarakat.
Pelayanan perima merupakan kerangka dalam organisasi publik sesungguhnya
ditentukan dari sejauh mana pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik. Cara
dalam mewujud kan pelayanan prima dalam organisasi publik , namun hal tersebut
tidak hanya kontri businya dua puluh persen dalam membentukan pelayanan
perima. Hal paling penting adalah memastikan bahwa organisasi publik memiliki
sistem yang memadai, yang mampu menunjang aparatur melaksana kan pekerjaan

nya dengan baik tanpa ada nya kesalahan. (Priansa: 2017)




Tanah adat adalah tanah yang cara untuk memilikinya, memiliki aturan yang
berbeda-beda setiap daerh. Luas lahan milik adat tidak mampu didefiisikan secara
rinci, kebiasaan masyarakat adat untuk menentukan luas tanah adat dengan cara,
sejauh mata memendang itu lah yang termasuk milik masyarakat adat tersebut.
Tanah adat merupakan tanah milik adat (masyarakat adat) dengan pemisah antara
tanah dengan bagunan yang diatasnya (pemisahan horizontal). Setiap daerah
memiliki cara untuk milikan tanah adat tersebut, apabila pada masyarakat ingin
membuka lahan baru maka. dia haru melakukan sesuatu sesuai dengan aturan adat
yang berlaku disetiap daerah tersebut.

Tiap organisasi mempunyai landasan kegiatan organisasi yang sesuai
dengan tujuan utama. Ada pemimpin, sarana prasarana, sumber daya manusia, tidak
dapat dipisahkan satu sama lainya. Semua itu sesuai dengan kebutuhan setiap
organisasi. Organisasi adalah batang tubuhnya, sedangkan manajemen secbagai
pengerak organisasi untuk mencapai tujuan kearah yang maju. (Rianti 2017)

Badan Pertanahan Negara adalah salah satu instansi dari pemerintah yang
memberi pelayan kepada rakyat. Peran pemerintah yang dijalankan Badan
Pertanahan Negara (BPN) dibidang pelayan pertanahan, tugas ini berkaitan dengan
tugas sosial yang sehari-harinya berkaitan erat dengan rakyat. Disamping berfungsi
sebagai salah satu lembaga yang tidak kementerian, di Negara Indonesia yang
mempunyai tugas pemerintahan, dibidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan
peraturan yang berlaku.

Berdasarkan aturan pendaftaran tanah dengan metode PTSL merupakan

pelaksanaan Undang-Undang Nomor, 5 Tahun, 1960. Tentang Peraturan Dasar




Agraria mengatur bahwa Pemerintah mengadakan pendaftaran Tanah diseluruh
wilayah Republik Indonesia dimaksud untuk menjamin kepastian hak tanah.
Berbagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah
yang dimiliki oleh masyarakat salah satu nya dengan dibuatnya program
Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL), selain untuk meningkatkan
kepastian hak atas tanah yang dimiliki masyarakat dengan diadakan program
(PTSL) masyarakat bisa terhindar dari perusahan-perusahan nakal yang berusahan
mnggesplor darah-daerah terpencil yang tingkat kepemilikan sertifikatnya sedikit,
agar perusahan tersebut dapat dengan mudah mengesplorasi daerah tersebut. (Putra.
2015: Jurnal Morality)

Kegiatan (PTSL) dilaksanakan oleh Kementerian Agararia dan Tata Ruang
Pertanahan Nasional adalah kegiatan penerbitan Sertipikat Atas Tanah sebagai surat
bukti yang diperuntukkan bagi masyarakat. Dengan diberikan Sertipikat Hak Atas
Tanah tersebut akan memberikan kepastian hukum atas Tanah masyarakat sehingga
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi negara, serta dapat
meminimalisir terjadinya permasalahan sengketa dan konflik pertanahan. Kantor
pertanahan Kabupaten Malang adalah salah satu pelaksana program PTSL di
wilayah Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur sengan target target program
PTSL tahun ini di wilayah Kabupaten Malang adalah sebanyak 36.675 bidang
Tanah. Dari jumlah tersebut, yang sudah terselesaikan sebanyak 17.402 bidang

tanah. (news.detik .com)




Dengan adanya program dari pemerintah Pendaftaran Tanah Sistematik
Lengkap (PTSL), seharusnya masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah
memiliki kesempatan yang bagus untuk membuat sertifikat dengan program PTSL
ini, namun dengan kurang nya pengetahuan masyarakat dengan program PTSI ini
menjadi kendala yang paling menonjol pada program pemerintah yang satu ini,
sehingga pemerintah harus memiliki cara untuk menarik minat masyarakat untuk
membuat sertifikat agar masyarakat dapat memiliki hak kepastian hukum atas
kepemilikan tanah, yang mereka miliki. Karna dijaman yang maju seperti saat ini
sertifikat menjadi salah satu dokumen berharga yang wajib masyarakat miliki, agar
tidak menderita dikemudian hari, Contoh apabila ada relokasi atau pengurusan
masyarakat dapat memiliki bukti yang kuat atas kepemilikan tanah yang mereka
tempati. Saling berkaitan nya antara penyelenggaraan pemerintah dengan
pelayanan yang diberikan. Sehingga menjadi fokus utama pemerintah dalam
menyampaikan informasi dan pelayanan agar masyarakat tidak merasa ada sistem
yang berpihak disatu sisi.

Hal inilah yang menjadi alasan menarik peneliti untuk mengetahui lebih
dalam tentang manajemen pelayana Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap.
Inovasi program yang direalisasikan pada awal tahun 2021 merupakan hal yang
positif serta dampak positif juga bagi masyarakat yang belum memiliki sertifikat
tanah, lebih lagi pada masyarakat yang kurang paham mengenai pengurusan surat
secra administrasi. Berdasarkan gambaran diatas Pendaftaran Tanah Sistematik
Lengkap di Kabupaten Malang menjadi menarik dikaji secra ilmiah dengan judul

penelitian “Pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) Kantor




Pertanahan Kabupaten Malang” studi penelitian di Kantor BPN Kabupaten

Malang.

1.2 Rumusan Masalah
Dapat dilihat dari latar belakang di atas, jadi rumusan masalah penelitian ini
adalah:
1. Bagaimana pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelayanan pendaftaran tanah

sistematis lengkap (PTSL)?

1.3 Tujuan Penelitian
Bersumber dari permasalah di atas, dapat dirumus kan penelitian ini adalah:
1. Untuk megetahui Pelayanan pada pada Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap (PTSL)
2. Untuk megetahui faktor yang mempengaruhi pelayanan pada Pendaftaran

Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1 Manfaat Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan membantu memperluas wawasan dan
pengetahuan tambahan, yang bersifat praktis kepada mahasiswa administrasi
negara yang lain, tentang Pelayanan pada Program Layanan Rakyat untuk

Sertifikat Tanah.




1.4.2 Manfaat Secara Praktis
Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat, kepada instansi
terkait yang diharapkan dapat memberi masukan tentang bagaimana
manajemen pelaksanaan oleh kantor pertanahan Kabupaten Malang,
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Sehingga instansi diharapkan
dapat melakukan pembenahan dan perbaikan terhadap organisasi ke arah
yang lebih baik, agar tujuan dan sasaran organisasi dalam program PTSL

dapat dilaksanakan dengan efisien.
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